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Abstract: This study aims to analyze the relationship between democracy and economic 

growth in Indonesia and assess the extent to which democratic values are implemented in 

national economic policy. The method used is descriptive qualitative research with a 

systematic literature review approach and analysis of public policy documents published 

between 2015 and 2024. The results of the study show that democracy contributes 

positively to economic growth through open governance, strong law enforcement, and 

community participation in productive sectors such as MSMEs. The implementation of 

democracy in several regions, such as North Sumatra, Aceh, and Riau, has been proven to 

accelerate local economic development and improve community welfare. However, various 

challenges such as corruption, bureaucratic inefficiency, and low public participation still 

limit the effectiveness of democracy in promoting optimal economic growth. The research 

conclusion emphasizes that quality democracy not only strengthens political legitimacy 

but also serves as an important foundation for inclusive and sustainable economic growth. 

The implications of this research underscore the need to strengthen democratic institutions 

and improve public governance capacity to support economic policies that are more 

transparent, participatory, and community-oriented. 

Keywords: Democracy; Economic Growth; Governance; Public Participation;  Economic 

Policy. 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia serta menilai sejauh mana nilai-nilai demokrasi diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi nasional. Metode 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan systematic literature review dan analisis 

dokumen kebijakan publik yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

demokrasi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka, 

penegakan hukum yang kuat, dan partisipasi masyarakat dalam sektor produktif seperti UMKM. Implementasi 

demokrasi di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, terbukti mempercepat pembangunan ekonomi 

lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai tantangan seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan 

rendahnya partisipasi publik masih membatasi efektivitas demokrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

optimal. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas bukan hanya memperkuat legitimasi 

politik, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Implikasi 

penelitian ini menekankan perlunya penguatan institusi demokratis serta peningkatan kapasitas tata kelola publik untuk 

mendukung kebijakan ekonomi yang lebih transparan, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat. 

Kata Kunci: Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tata kelola pemerintahan, Partisipasi Publik, Kebijakan Ekonomi. 

Pendahuluan 

Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pusat 

kekuasaan dengan menjamin partisipasi publik, kebebasan sipil, serta mekanisme 

akuntabilitas yang menjadi dasar terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan 
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efektif (Sudrajat, 2016). Dalam konteks pembangunan ekonomi, demokrasi tidak hanya 

berfungsi sebagai tatanan politik, tetapi juga instrumen strategis yang dapat memperkuat 

stabilitas sosial dan mendorong kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Negara dengan 

sistem demokratis cenderung memiliki iklim investasi yang stabil, peningkatan 

produktivitas, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien (Marijan, 2019). Sejak era 

reformasi, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam memperkuat sistem 

demokrasi yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 

melalui partisipasi masyarakat dan desentralisasi fiskal (Iskandar & Subekan A., 2020). 

Namun, realitas menunjukkan bahwa pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi tidak selalu linier, karena efektivitasnya bergantung pada kualitas institusi, tata 

kelola kebijakan, serta kemampuan birokrasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat 

(Putri & Triani, 2021). Dalam konteks Indonesia, penerapan demokrasi tidak hanya 

dipahami sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi yang 

berkeadilan sebagaimana tercermin dalam gagasan Demokrasi Ekonomi Pancasila. 

(Simanjuntak et al., 2021) menegaskan bahwa demokrasi ekonomi berperan penting dalam 

memperkuat kemandirian nasional di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 

melalui penguatan sektor produksi rakyat, partisipasi publik, serta pemerataan 

kesejahteraan. Perspektif ini memperkaya pemahaman bahwa demokrasi Indonesia 

memiliki karakteristik khas yang menekankan keberlanjutan, kemandirian, dan 

pemerataan hasil pembangunan. 

Berbagai penelitian selama satu dekade terakhir menunjukkan temuan yang 

beragam mengenai hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Temuan 

internasional seperti (Jane & Ojaghlou, 2025) menunjukkan bahwa demokrasi berkualitas 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas kelembagaan dan 

kebijakan fiskal yang transparan. Hal serupa ditunjukkan oleh (Densumite, 2022) yang 

menemukan hubungan positif antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai 

negara Asia. Di sisi lain, (Mose, 2025) menegaskan bahwa korupsi dapat melemahkan 

manfaat demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. 

Dalam konteks Indonesia, (Wibowo, 2020) menunjukkan bahwa variasi aspek demokrasi 

nasional berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB, sementara (Syawie, 2011) 

menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan. Beberapa studi menegaskan 

bahwa demokrasi yang stabil dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik, mengurangi 

korupsi, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan (Aloui & Saghrouni, 2024; Moatabar, 

2021; Yangailo, 2024). Di sisi lain, penelitian lain menemukan adanya potensi trade-off 

jangka pendek antara tuntutan politik populis dan kebijakan ekonomi yang berorientasi 

pada stabilitas fiscal (Widuri, 2021). Di tingkat daerah, praktik demokrasi lokal yang kuat 

terbukti mampu meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi, seperti di Sumatera Utara dan 

Aceh yang mengalami pertumbuhan inklusif melalui kebijakan transparan dan pro-rakyat 

(Ansori et al., 2015; Damanik & Lubis, 2022). (Mryn & Furqon I., 2024) juga menegaskan 

bahwa demokrasi yang matang mampu menumbuhkan kepercayaan investor melalui 

penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan hak properti. Namun demikian, 

kendala seperti rendahnya partisipasi publik, lemahnya kapasitas birokrasi, serta praktik 
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korupsi masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar 

berdampak pada kesejahteraan ekonomi. 

Tinjauan terhadap literatur mutakhir juga memperlihatkan bahwa sebagian besar 

penelitian masih menitikberatkan pada analisis kuantitatif lintas-negara, sementara studi 

longitudinal dan kualitatif komparatif di tingkat nasional masih jarang dilakukan. 

Penelitian (Purba & Hariyadi, 2023) menunjukkan bahwa relasi demokrasi dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola dan 

kualitas partisipasi publik di tingkat daerah. Lebih jauh, (Kurniawan, 2022) menegaskan 

bahwa faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan masyarakat dan ketimpangan dapat 

memengaruhi kualitas demokrasi, sehingga hubungan keduanya bersifat dua arah. 

Temuan Utomo dan Soetjipto juga memperlihatkan bahwa demokrasi daerah mampu 

memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akuntabilitas dan efektivitas 

pemerintahan lokal. (Moatabar, 2021) menggarisbawahi perlunya pendekatan konseptual 

yang mampu menjelaskan variasi hasil penelitian akibat perbedaan konteks sosial politik 

antar negara. Di Indonesia, keterbatasan studi mengenai dampak demokrasi terhadap 

transformasi ekonomi daerah menyebabkan pemahaman tentang efek jangka panjang 

demokrasi terhadap pertumbuhan belum komprehensif. Selain itu, integrasi antara analisis 

literatur akademik dan dokumen kebijakan publik masih minim, sehingga sulit menilai 

sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar merefleksikan prinsip demokrasi ekonomi 

(Masâ, R. et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya research gap penting yang perlu 

dijembatani melalui pendekatan penelitian kualitatif dan analisis dokumen kebijakan yang 

komprehensif. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi 

kesenjangan kajian terdahulu dengan menelaah secara sistematis peran demokrasi dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan 

studi literatur dan analisis dokumen kebijakan untuk memahami mekanisme demokrasi 

dalam mempengaruhi kebijakan publik, tata kelola ekonomi, serta penguatan sektor 

UMKM sebagai indikator pertumbuhan inklusif (Agustin et al., 2023). Secara khusus, 

penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi hubungan empiris antara kualitas demokrasi 

dan pertumbuhan ekonomi; (2) menganalisis faktor kelembagaan dan kebijakan publik 

yang memperkuat hubungan tersebut; dan (3) memberikan rekomendasi strategis bagi 

pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan nilai-nilai demokrasi untuk pembangunan 

ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis 

terhadap literatur politik ekonomi serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam 

memperkuat tata kelola demokratis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sifat studi 

literatur sistematis yang dikombinasikan dengan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan 

ini dipilih karena sesuai untuk menelaah hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan 

ekonomi yang bersifat kompleks, kontekstual, serta melibatkan banyak variabel sosial dan 

politik. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak berfokus pada pengujian hipotesis, 

melainkan pada upaya memahami hubungan konseptual dan empiris antara nilai-nilai 



Indonesian Journal of Public Administration Review: Volume 3, Number 1, 2025 4 of 10 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/par 

demokrasi seperti akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum dengan 

dinamika pertumbuhan ekonomi nasional. Metode deskriptif memberikan keleluasaan 

untuk menggambarkan fenomena sosial secara utuh serta menafsirkan hasil penelitian 

terdahulu yang relevan (Yangailo, 2024). Selain itu, analisis dokumen kebijakan dilakukan 

untuk menilai kebijakan pemerintah terkait penguatan demokrasi dan pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Data dari dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, 

dan studi kasus sebelumnya digunakan untuk mengidentifikasi praktik dan implementasi 

kebijakan yang berpotensi memperkuat hubungan positif antara demokrasi dan 

pembangunan ekonomi. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis isi dan analisis 

konten, yang memungkinkan peneliti mengekstrak dan mengkategorikan informasi 

penting serta mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari sumber-sumber 

tersebut. Pendekatan ini mendukung upaya membangun gambaran komprehensif dan 

kritis terhadap hubungan tersebut secara sistematis. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah mixed qualitative synthesis, yakni 

gabungan antara systematic literature review dan analisis dokumen kebijakan publik. 

Systematic literature review dilakukan dengan menyeleksi dan mensintesis temuan dari 

jurnal-jurnal ilmiah internasional maupun nasional yang diterbitkan antara tahun 2015 

hingga 2024, terutama yang membahas keterkaitan antara demokrasi dan ekonomi di 

negara berkembang. Sementara itu, analisis dokumen kebijakan dilakukan terhadap 

berbagai dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN), peraturan daerah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dan publikasi 

Kementerian Koperasi serta Kementerian Keuangan. Dengan mengombinasikan kedua 

pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh 

tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi dan 

pembangunan di Indonesia. 

Semua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen dan 

publikasi yang dapat diakses secara bebas, sehingga seluruh prosedur penelitian dapat 

direplikasi oleh peneliti lain. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia ataupun hewan 

serta tidak menggunakan dataset tertutup, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik 

maupun nomor akses data khusus. 

Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal ilmiah, laporan 

pemerintah, dokumen kebijakan, artikel berita, serta studi kasus sebelumnya yang relevan 

dengan topik demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber tersebut dipilih 

karena dianggap kredibel dan mampu memberikan analisis teoretis maupun empiris yang 

komprehensif. Beberapa referensi penting seperti (Aloui & Saghrouni, 2024) dan Lipset 

(1959), memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menjelaskan keterkaitan antara 

demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai konteks, termasuk Indonesia. Selain itu, 

laporan resmi pemerintah seperti BPS dan Kementerian Keuangan digunakan untuk 

memberikan konteks empiris yang memperkaya analisis literatur. Keberagaman sumber ini 

memungkinkan penelitian menghasilkan sintesis yang berimbang antara teori, data faktual, 

dan kebijakan publik. 



Indonesian Journal of Public Administration Review: Volume 3, Number 1, 2025 5 of 10 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/par 

Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan mengikuti prinsip-

prinsip sistematik. Tahap pertama adalah merancang strategi pencarian literatur 

menggunakan kata kunci seperti demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik, dan 

Indonesia untuk memperoleh literatur yang relevan. Hasil pencarian kemudian disaring 

melalui proses screening berdasarkan judul, abstrak, dan isi artikel. Sumber yang tidak 

memenuhi kriteria inklusi misalnya artikel opini tanpa metodologi yang jelas dikeluarkan 

dari analisis. Tahap berikutnya adalah pengumpulan dokumen kebijakan yang relevan dari 

situs resmi pemerintah dan lembaga publik. Semua dokumen tersebut kemudian dianalisis 

untuk menilai kesesuaian antara prinsip demokrasi dan kebijakan ekonomi di Indonesia. 

Proses ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat konseptual dan empiris 

secara berimbang. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan 

analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk menelaah substansi dari 

berbagai literatur akademik dan dokumen kebijakan dengan menyoroti konsep, kata kunci, 

dan hubungan antar variabel. Kemudian, analisis tematik dilakukan dengan 

mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari data, seperti tema akuntabilitas 

pemerintahan, partisipasi publik, transparansi fiskal, serta dukungan terhadap UMKM 

sebagai indikator pertumbuhan inklusif (Agustin et al., 2023). Dari hasil temuan tersebut, 

dilakukan pengelompokan dan penyusunan narasi analitis untuk menjelaskan mekanisme 

bagaimana demokrasi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Validitas dan Reliabilitas Data 

Untuk menjamin keabsahan hasil, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data 

dengan cara membandingkan hasil kajian literatur dengan temuan dari dokumen kebijakan 

publik. Teknik triangulasi ini membantu menilai sejauh mana teori yang dibahas dalam 

literatur akademik tercermin dalam praktik kebijakan ekonomi Indonesia (Hikmah, 2021). 

Selain itu, dilakukan pencatatan sistematis terhadap seluruh tahapan penelitian melalui 

audit trail untuk menjaga transparansi dan reliabilitas proses analisis. Dengan langkah-

langkah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dan 

konseptual yang kuat dalam memahami peran demokrasi sebagai pendorong pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat datanya yang seluruhnya sekunder, 

sehingga tidak mencakup hasil wawancara atau observasi lapangan secara langsung. 

Namun, kekurangan ini diantisipasi melalui pemilihan sumber yang kredibel, beragam, 

dan mutakhir. Dengan menggabungkan literatur akademik dan dokumen kebijakan resmi, 

penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang komprehensif serta memberikan dasar 

ilmiah bagi penguatan institusi demokratis yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan di Indonesia (Aloui & Saghrouni, 2024; Mryn & Furqon I., 2024). 
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil analisis literatur dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa demokrasi 

memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Demokrasi yang dijalankan secara substantif melalui partisipasi masyarakat, akuntabilitas 

pemerintahan, dan transparansi kebijakan publik berkontribusi pada peningkatan efisiensi 

tata kelola ekonomi. Berdasarkan temuan berbagai literatur, demokrasi memperkuat 

legitimasi kebijakan ekonomi karena proses pengambilan keputusan yang terbuka mampu 

menciptakan rasa kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Aloui & Saghrouni, 

2024; Marijan, 2019). Hasil analisis juga menegaskan bahwa implementasi demokrasi yang 

baik meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, memperluas 

kesempatan usaha, dan menciptakan lingkungan investasi yang stabil. Fenomena tersebut 

dapat diamati di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, di mana praktik 

demokrasi lokal yang inklusif berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 

melalui kebijakan pro-rakyat dan pengelolaan sumber daya yang transparan (Damanik & 

Lubis, 2022; Masâ, R. et al., 2022). Hal ini konsisten dengan hasil penelitian (Utomo & 

Soetjipto, 2021) yang menegaskan bahwa demokrasi daerah yang berkualitas mampu 

mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan tata kelola publik dan 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. 

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa kualitas demokrasi menjadi faktor 

kunci dalam menentukan arah dan intensitas dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Demokrasi yang hanya bersifat prosedural tanpa disertai integritas kelembagaan justru 

dapat menimbulkan inefisiensi, seperti korupsi dan ketidakpastian kebijakan (Putri & 

Triani, 2021). Sebaliknya, demokrasi yang substantif mendorong efektivitas kebijakan 

publik dan penegakan hukum yang lebih kuat, sehingga memacu kepercayaan investor 

serta memperkuat stabilitas fiskal. Demokrasi juga berperan dalam memperkuat kapasitas 

masyarakat melalui kebebasan berekspresi, pendidikan politik, dan partisipasi ekonomi 

(Hikmah, 2021). Secara empiris, penelitian terdahulu mendukung temuan ini. Iskandar & 

Subekan menemukan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia berdampak positif 

terhadap investasi dan produktivitas regional. Sementara itu, penelitian Mryn & Furqon 

menegaskan bahwa demokrasi yang dijalankan dengan tata kelola yang baik berpotensi 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Kebaruan dari hasil penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara 

systematic literature review dan analisis dokumen kebijakan publik. Pendekatan ini 

memungkinkan verifikasi empiris dari teori-teori yang selama ini hanya dibahas secara 

konseptual. Sebagian besar studi sebelumnya menilai hubungan demokrasi dan 

pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif lintas-negara, sedangkan penelitian ini 

memberikan perspektif baru dengan menempatkan kebijakan ekonomi Indonesia sebagai 

konteks utama analisis. Dengan menelaah dokumen seperti RPJMN dan laporan 

pembangunan daerah, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas demokrasi dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah 

dalam menerjemahkan nilai-nilai demokrasi ke dalam kebijakan publik yang inklusif dan 

berpihak pada masyarakat menengah ke bawah (Agustin et al., 2023). Inilah aspek kebaruan 
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yang menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berdampak pada legitimasi politik, tetapi 

juga merupakan fondasi kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan temuan (Razif & Pratomo, 2023) yang menunjukkan bahwa tata kelola 

keuangan daerah dan kualitas demokrasi berperan penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui transparansi fiskal dan efektivitas penggunaan anggaran. 

Penelitian terbaru oleh (Anjani & Adhestama, 2025) turut menegaskan bahwa konsistensi 

penerapan nilai-nilai demokrasi baik melalui partisipasi publik, pengawasan, maupun 

kebebasan sipil memberikan kontribusi langsung terhadap akselerasi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, hasil kajian ini menunjukkan kesesuaian 

dengan pandangan Lipset yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dapat 

memperkuat demokrasi karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat menciptakan 

stabilitas politik. Namun, temuan penelitian ini juga mendukung teori sebaliknya bahwa 

demokrasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ketika dijalankan dengan tata 

kelola yang efektif. Hasil ini memperluas pandangan Lipset dengan menekankan hubungan 

dua arah antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, khususnya dalam konteks negara 

berkembang seperti Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan 

(Aloui & Saghrouni, 2024) yang menekankan pentingnya institutional quality sebagai 

variabel perantara dalam hubungan tersebut. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi 

tambahan dengan menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal terutama partisipasi 

masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah merupakan salah satu faktor pembeda 

utama yang jarang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. 

Dari perspektif teoretis, hasil penelitian ini memiliki signifikansi yang kuat terhadap 

pengembangan konsep democratic governance dalam studi ekonomi politik. Temuan ini 

mendukung teori yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan 

dari kualitas lembaga demokratis dan tata kelola pemerintahan (Moatabar, 2021; Yangailo, 

2024). Dalam konteks Indonesia, demokrasi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap 

kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat, sekaligus menjadi sarana untuk 

memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori-teori sebelumnya, tetapi 

juga memberikan kontribusi konseptual baru bahwa demokrasi yang efektif mampu 

menjadi katalis bagi reformasi kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan 

sektor usaha kecil menengah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis literatur dan dokumen kebijakan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa demokrasi memainkan peran penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demokrasi yang sehat menyediakan kerangka tata 

kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan 

efisiensi pemerintahan, mendorong inovasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap 

peluang ekonomi. Prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan secara konsisten dapat 



Indonesian Journal of Public Administration Review: Volume 3, Number 1, 2025 8 of 10 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/par 

menciptakan stabilitas politik dan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya 

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Implementasi kebijakan demokratis di berbagai daerah, seperti Sumatera Utara, 

Aceh, dan Riau, terbukti mampu mempercepat pembangunan ekonomi lokal serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan publik memperkuat legitimasi kebijakan dan menciptakan rasa 

memiliki terhadap hasil pembangunan. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih 

menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, praktik 

korupsi, serta inefisiensi birokrasi yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan 

demokrasi di bidang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari 

seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi agar manfaatnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah. 

Pemerintah perlu memperkuat kapasitas lembaga demokratis melalui peningkatan 

transparansi fiskal, partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, serta 

akuntabilitas pengelolaan anggaran agar kebijakan ekonomi yang dihasilkan lebih sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan 

menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed-method untuk menguji hubungan antara 

demokrasi dan pertumbuhan ekonomi secara empiris serta menelaah dinamika demokrasi 

lokal di berbagai daerah di Indonesia. 
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